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BUPATI SITUBONDO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat
(1) I.Jndang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan
bersama;
bahwa llancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) 'lahun Anggaran 2014
yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD
(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) yang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 8
Nopember 2013;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
,dimaksu<l pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbond<;
'lahun Anggaran 2014.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembcntukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 9 dan
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
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41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
lRepublik Indoncsia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor a301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Inclonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Unclang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Inrionesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4aOO\

Un<lang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional'
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO4

itln-or 7O4, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor aa2l);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
pemerintahan baerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Leribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

itlo*o. 59, 'lambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48aa);

10. Unciang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo4 Nomor !26, Tambahan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor4a3S|;

11.Undang-UndangNomor25Tahun2oo9tentang
Pelayanan puUtit< (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOg Nomor lL2, Tambahan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor5030);

t2. Unclang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
pajak Daerah clin Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130'

TambahanLembaranNegaraRepubtiklndonesia
Nomor 5a09 );
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 144, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 82, 'lambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat
Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972
Nomor 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 2lO, Tambahan Lembaran Negara
Nomor aO28);

Pererturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44L6) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2I
Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor a7l2);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahlun 2OL2
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor l7l, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53aO);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57a);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2OIO (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5761;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2OO5 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a587);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, 'lambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a855);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

28.

Pertanggungjawaban Kepaia Daerah kepada DPRD
dan Inflormasi Laporan Penyeienggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan
Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a738);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor a815);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a86a);

29.

30.

J

31.



⌒

⌒

5

32. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
I3anluan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 49721 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5351);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir,
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 2O1l (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O11 Nomor 310);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2OOT tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun
2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6l Tahun
2OOT tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;

40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

84/PMK.07 l2OO8 tentang Penggunaan Dana Bagi
I-iasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas
Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai
Tembakau;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2013 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2Ol1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah

d
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diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2Ol2;

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2oll tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor
6ea);

44. Peraturan Menteri Keuangan

45.

L25lPMK.O7 l2OL3 tentang Batas Maksimal Kumulatif
Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan
Batas Maksimal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun
Anggaran 2Ol4;
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5
Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2OO7
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1

Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005
Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5
Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri A
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2
'l'ahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4
Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo, Seri E Nomor 03);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17
Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006
Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6
Tahun 2OO7 tentang Penetapan Atas Pendirian
Perseroan Terbatas (Prl) Radio Suara Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OOT
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten
Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);

46.

47.

48.
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53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1

Tahun 2OlO tentang Investasi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 1)

sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2Ol3
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol3
Nomor 16)

54. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4
Tahun 2)ll tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2OlI Nomor 4);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5
Tahun 2OLl tentang Retribusi Pelayanan
PersampahanlKebersihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2OIl Nomor 5);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6
Tahun 20ll tentang Retribusi Ijin Mendirikan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2}ll Nomor 6);

57. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7
Tahun 2OlL tentang Retribusi Ijin Gangguan
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Oll
Nomor 7);

58. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8
Tahun 2}ll tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2}ll Nomor 8);

59. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9
Tahun 2)ll tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2OIl Nomor 9);

60. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10
Tahun 2OIl tentang Retribusi Terminal (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OIl Nomor 10);

61. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11

Tahun 2)ll tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Oll
Nomor 1 1);

62. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12

Tahun 2}ll tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2oll Nomor 12);

63. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13
'lahun 2O1I tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OlI
Nomor 13);

64. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14

Tahun 2OtL tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor 14);

65. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15

Tahun 2)ll tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor 15);

諄
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Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20
Tahun 2}ll tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2071 Nomor 20);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24
Tahun 2oll tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2O1l Nomor 24);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24
Tahun 20IL tentang Retribusi Pelayanan Pasar
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Oll
Nomor 24);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4
Tahun 2Ol2 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Situbondo kepada Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol2 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6
Tahun 2Ol2 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol2 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7
Tahun 2Ol2 tentang Dana Cadangan (Lembaran
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol2 Nomor 7).

Anggaran Pendapatan dan
Anggaran 2OL4 sebagai berikut
1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah

Surplus/ (Defisit)
3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran tahun Berkenaan

Daerah Tahun

Rp.   60.774.917.414,47(―
)

ハ

71.

（
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Dengan PersetuJuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

Dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN SITUBONDO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Menetapkan

Belatta

Rp. 1.320.543.066.160,50
Rp. 1.381.317.983.574,97(― )

Rp.  (60.774,917.414,47)

Rp.   66.841.625.624,82
Rp.    6.066.708.210,35(―

)

J

Rp. 0,00



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal I angka I terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. LOL.694.671.139,50
b. Dana perimbangan Rp. 923.086.045.283,00
c. Lain-lain pendapatan

daerah yang sah Rp. 295 .7 62 .349 .7 38 ,OO

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

^\

c. Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan Rp. 5.935.42O.727,OO

d. Lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah Rp. 42.665.162.486,8O

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/
bagi hasil bukan pajak Rp. 64.471.006'283,00

b. Dana alokasi umum Rp. 766.542.999.000,00
c. Dana alokasi khusus Rp. 92.072.040'000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
pendapatan :

a. Hibah RP.

b. I)ana darurat RP.

c. Dana bagi hasil pajak dari
provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya

d. Dana penyesuaian dan
Otonomi Khusus

Rp. 41.644.635.738,00

Rp. 188.466.897.000,00
e. Bantuan keuangan dari

propinsi atau/dari
pemerintah Daerah lainnYaRP

Pasal 3

a. l)ajak daerah
b. Retribusi daerah

(1) Belanja Daerah sebagaimana
angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
b. Belanja Langsung

a. Belanja pegawai
b. Belanja bunga
c. Belanja subsidi
d. Belanja hibah

Rp. 18.408.695.82O,7O
Rp. 34.685.392.705,OO

787.817.000,00
0,00

64.863.000.000,00

dimaksud dalam Pasal 1

781.330.0 16.728,62
599 .987 .966.846,35

ｐ

ｐ

Ｒ

Ｒ

(2) Belanja Ticlak Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

Rp. 7|L.629.743.278,62
Rp.
Rp.

0,oo
0,00

」

Rp. 22.063.795.000,00
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e. Belanja bantuan sosial Rp. 6.040.700.000,00
f. Belanja bagi hasil Rp. 0,00
g. Belanja bantuan keuangan

Kepada provinsi/ kabupaten/
kota dan Pemerintahan desa
dan Partai Politik Rp.   39.095.778.450,00

h. Belanja tidak terduga Rp. 2.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hun-rf b terdiri dari jenis belanja :

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
angka 3 terdiri dari :

a. Belanja pegawai
b. Belanja belanja barang

dan jasa
c. Belanja modal

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Rp.   48.967.187.840,00

Rp.  229,085,886.034,00
Rp.  321.934.892.972,35

⌒

⌒

(2) Pencrimaan sebagaimana dimaksud
terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SILPA) Rp.

b. Pencairan dana cadangan Rp.
c. Hasil penjualan kekayaan

Daerah yang dipisahkan Rp.
d. Penerimaan pinjaman

daerah Rp.
e. Penerimaan kembali

pemberian pinjaman Rp.
f. Penerimaan piutang

daerah Rp.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud
terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana
cadangan Rp.

b. Penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah Rp.

c. Pembayaran Hutang
Pemkab Rp

66.841.625.624,82

6.066.708.210,35

pada ayat(1)huruf a

66.841.625.624,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
pada ayat (1) huruf b

5,000.000.000,00

900.000,000,00

166.708.210,35

Rp
Rp.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

じ



１
■

2.

Lampiran I

Lampiran II

3. Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

1 1. Lampiran XI

12. Lampiran XII
13. Lampiran XIII

Ringkasan Anggaran PendaPatan
dan Belanja Daerah;
Ringkasan Anggaran PendaPatan
dan Belanja Daerah menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;
Rincian Anggaran PendaPatan dan
Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan KeterPaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;
Daftar Jumlah Pegawai Per
Golongan dan per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah;
Daftar perkiraan Penambahan dan
pengurangan Aset TetaP Daerah;
Daftar perkiraan Penambahan dan
pengurangan Aset lainnYa;
Daftar kegiatan-kegiatan tahun
anggaran sebelumnYa Yang belum
diseiesaikan dan dianggarkan
kembali dalam tahun anggaran ini;
Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi
daerah.

Pasal 6

4.

5.

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
Rancar-rgan Perubahan APBD dan/atau disampaikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan kriteria
sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normai dari aktifitas
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnYa;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. bcracla diluar kendali dan pengaruh Pemerintah
Daerah;

d. memiiiki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh

keadaan darurat.

J
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Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.
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